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Abstract 

Marriage is one of the main needs of humans. The purpose of marriage is to 

preserve offspring so that they don’t experience extinction. In the modern world, the 

development of technology, communication, and transportation, has made the gates 

of cross border marriage will open so wide so it doesn’t close the possibility of the 

marriage between individuals of different nationality and different national law 

that regulate the marriages will occur. This research is focused on cross borders 

marriages between Indonesian Citizens and Japanese Citizens. Japan was chosen as 

a reference, because Japan has a unique regulation to regulate the marriages which 

is a unification of customarily law, with national law in regulating aspects of 

marriage and the personal status of those who perform a cross border marriages. 

Therefore, the author decides to study, which law will apply to the personal status 

and citizenship status of Indonesian citizens and Japanese citizens who conduct a 

marriages and what legal consequences will arise, and secondly, what are the legal 

consequences of marriages between Indonesian citizens and Japanese citizens 

towards the citizenship status and personal status of the child who was born from 

the marriage. 

Keyword: Cross border Marriage, Personal Status, Citizenship, Legal Consequences. 

Abstrak 

Perkawinan, adalah salah satu kebutuhan utama manusia dalam 

kehidupannya. Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk melestarikan 

keturunan supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam dunia modern, 

perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi, membuat gerbang 

perkawinan campuran akan terbuka sangat lebar sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa perkawinan antara individu yang berbeda kewarganegaraan 

dan hukum positif yang mengatur perkawinannya akan terjadi. Penelitian ini 

difokuskan pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan 

Warga Negara Jepang. Jepang dipilih menjadi acuan, karena Jepang memiliki 

pengaturan yang unik dalam hal perkawinan, yaitu perpaduan antara adat dengan 

hukum nasional dalam mengatur aspek perkawinan dan status personal dari 

pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, penulis memutuskan 

untuk mengkaji, Hukum mana yang akan berlaku terhadap status personal dan 

status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia dan warga negara Jepang 
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yang melakukan perkawinan dan apa akibat-akibat hukum yang timbul, serta apa 

akibat hukum dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara 

Jepang terhadap status kewarganegaraan dan status personal anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut. 

Kata Kunci: Perkawinan, Status Personal, Kewarganegaraan, Akibat hukum 
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Daftar Istilah 

Ie: Rumah, Bangunan, Rumah Tangga (Household) 

Kazoku: Keluarga, Keluarga Inti. 

Mukooyoshi: Menantu Adopsi, suami dari anak perempuan yang diadopsi ke 

suatu keluarga 

Koseki: Buku registrasi keluarga. 

Horei Law: Syarat Perkawinan Jepang 

Patrilineal: Menarik garis keturunan dari pihak ayah 

Matrilineal: Menarik garis keturunan dari pihak ibu 

Kachou: Seorang kepala atau pemimpin utama dari suatu Ie 

Unilateral/Bilateral: Menarik garis keturunan dari kedua orang tua 

Civil Code: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang 

UUP: Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia 

Undang-Undang HPI: Kaidah Hukum Perdata Internasional Jepang 

Pasal 16-18 AB: Kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia di dalam 

Algemene Bepalingen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkawinan adalah suatu hak yang absolut untuk setiap manusia 

untuk bisa melanjutkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Melalui 

suatu perkawinan, seseorang dapat memiliki suatu kedudukan dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena dari suatu perkawinanlah terbentuk 

suatu ikatan yang memiliki dampak, terutama dampak hukum. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, perkawinan diartikan sebagai pembentukan 

suatu keluarga untuk mengikat janji antara dua orang pria dan wanita yang 

telah dewasa, berdasarkan hukum yang berlaku. Banyak fenomena yang 

dapat ditemui di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di masyarakat luas 

mengenai perkawinan. Fenomena-fenomena yang terjadi adalah banyaknya 

perkawinan-perkawinan yang berlainan hukum, apakah itu hukum antar 

agama, adat, golongan, atau antar negara. Fenomena tersebut berkaitan 

dengan hak-hak dan akibat yang terjadi setelah suatu perkawinan 

dilangsungkan. Perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah untuk 

dilakukan karena pada dasarnya, menyatukan dua orang yang berbeda 

untuk menjadi satu keluarga secara utuh sangat banyak rintangannya. Saya 

akan mengambil contoh pada kaitannya dengan aturan hukum dan 

kewarganegaraan yang berbeda dari para pihak yang akan melangsungkan 

perkawinan.  

Fenomena berbeda hukum yang dapat ditemui dari masyarakat 

Indonesia adalah fenomena perkawinan antar hukum adat, dan antar 

hukum negara yang akan menimbulkan kebingungan mengenai dampak 

yang akan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan. Masalah yang muncul 

dari fenomena tersebut adalah bagaimana dampak perkawinan tersebut 

kepada anak, setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.  Apabila 

perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan berbeda hukum antar 
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adat, maka kebingungan yang akan terjadi adalah menentukan hukum adat 

mana yang berlaku terhadap para pihak. Contohnya adalah suku Batak dan 

Minangkabau yang memiliki hukum adat berdasarkan garis keturunan. 

Batak menganut hukum adat berdasarkan garis keturunan ayah yang 

disebut patrilineal, sedangkan Minang menganut hukum adat berdasarkan 

garis keturunan ibu, yang disebut dengan matrilineal.  Penyebab dari 

masalah ini adalah apakah orang Batak tersebut harus mengikuti hukum 

adat orang Minangkabau yang menganut matrilineal, ataukah orang 

Minangkabau yang harus mengikuti hukum adat dari orang Batak yang 

menganut patrilineal. Manakah hukum adat yang akan berlaku terhadap 

pihak yang melangsungkan perkawinan karena adanya perbedaan hukum 

dan faham yang dianut dan diyakini oleh para pihak yang telah melekat 

secara turun-temurun, sehingga bukan tidak mungkin akan adanya suatu 

perbenturan. 

Dalam penulisan ini, fenomena yang akan dibahas adalah suatu 

akibat atau dampak yang ditimbulkan dari suatu perkawinan yang memiliki 

suatu perbedaan hukum positif dari suatu negara yang mengatur mengenai 

perkawinan yang dilakukan oleh warga negaranya. Perkawinan pada 

umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki kewarganegaraan yang 

sama, namun pada zaman sekarang, karena adanya pengaruh dari 

globalisasi dan kemajuan teknologi, baik itu komunikasi atau transportasi, 

perkawinan yang dilakukan sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang 

yang berasal dari negara yang sama, namun juga dilakukan oleh dua orang 

pria dan wanita yang berasal dari dua negara yang berbeda, dan memiliki 

sistem hukum yang berbeda juga.  

Masalah dari fenomena ini adalah kebebasan serta yurisdiksi suatu 

negara dalam membuat aturan mengenai perkawinan dari warga negaranya 

dan kepatuhan warga negara dari negara yang bersangkutan terhadap 

aturan yang dikeluarkan, dan diberlakukan oleh pemerintah negara 

tersebut sehingga akan ada perbedaan sistem hukum dari negara-negara 

tersebut dalam mengatur suatu perkawinan. Maka, aturan mana yang harus 
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dipakai apabila seorang subjek hukum dari dua negara yang berbeda akan 

melangsungkan perkawinan, lalu apakah status personal dari para pihak 

yang melangsungkan perkawinan tersebut akan terpengaruh, serta masalah 

kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Apakah anak tersebut akan memiliki dua kewarganegaraan 

(dwikewarganegaraan), ataukah anak tersebut harus memilih salah satu 

kewarganegaraan yang akan menjadi identitasnya nanti setelah dewasa. 

Di Indonesia, sesuai Pasal 1 Undang-Undang 1974 tentang 

Perkawinan, maka perkawinan adalah1: 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Ikatan semacam itu yang berlangsung antara seorang pria dan 

seorang wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum nasional 

yang berbeda tentunya akan memunculkan persoalan-persoalan HPI dalam 

bidang hukum keluarga, yang meliputi masalah validitas perkawinannya 

sendiri, kekuasaan orang tua, status anak, dan konsekuensi-konsekuensi 

yuridik lainnya dari perkawinan itu. Bayu Seto dalam bukunya yang 

berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, mengatakan bahwa 

perkawinan campuran adalah salah satu bidang yang paling vulnerable2. 

Karena seperti telah disebutkan di atas, perkawinan campuran 

mempermasalahkan soal perbedaan hukum dari dua negara yang mengatur 

tentang perkawinan, sehingga akibat hukum dari perkawinan tersebut bisa 

saja menjadi tidak jelas. 

Dalam penulisan ini perkawinan berbeda negara yang akan dibahas 

adalah perkawinan antara warga negara Indonesia, dengan warga negara 

Jepang yang memiliki pengaturan yang berbeda mengenai perkawinannya. 

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis memilih Jepang karena 

 
1 Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional hlm 264. 

Buku Kesatu Edisi Kelima Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013  
2 Id 
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menurut pendapat penulis, Jepang memiliki pengaturan yang unik dalam 

mengatur hubungan keperdataan warganya. Dalam pengaturan di dalam 

sistem kekerabatan hukum adat Jepang, contohnya adalah nama keluarga 

yang dibedakan berdasarkan kelas dari warganya. Sebelum peristiwa 

restorasi meiji, nama keluarga hanya digunakan di kalangan pejabat-pejabat 

samurai yang memerintah pada saat itu, sehingga warga biasa seperti dari 

kalangan petani tidak memiliki, dan menurunkan nama keluarga. namun 

setelah restorasi meiji, Jepang mewajibkan seluruh warga negaranya untuk 

memiliki nama keluarga supaya bisa dicantumkan dalam akta registrasi 

keluarga. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Family Register Act, Act No. 

224 of December 22, 1947. Pada Chapter II, Pasal 6 disebutkan3: 

“A family register shall be created for each unit consisting of a 

husband and wife, and any children there of with the same surname, 

who have their registered domicile within the area of a municipality.” 

Karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan perkawinan campuran ini dan akibat hukum yang 

akan timbul dari perkawinan ini, untuk menguraikan masalah yang akan 

timbul apabila nantinya akan ada Warga Negara Indonesia yang menikah 

dengan Warga Negara Jepang. Dari masalah yang telah disebutkan di atas, 

terutama masalah mengenai fenomena perkawinan berbeda negara yang 

selanjutnya akan disebut sebagai perkawinan campuran, sangat menarik 

untuk diteliti karena banyak aspek-aspek hukum yang berbeda mengenai 

perkawinan, baik di Jepang maupun di Indonesia, terutama mengenai 

masalah penggunaan nama keluarga dan sistem keluarga di Jepang di mana 

kepala keluarga dari suatu rumah tangga memiliki kekuatan mutlak dari 

setiap anggota keluarganya, serta mengenai pewarisan nama yang baru 

diterapkan setelah peristiwa restorasi meiji.  

 

 
3 Family Register Act, Act No. 224 of December 22, 1947 (Undang-Undang Catatan 
Kependudukan Jepang). 



15 
 

Penerapan ini baru diberlakukan pada tahun 1870 dengan 

mulainya diperkenalkan sistem registrasi keluarga yang mengharuskan 

semua orang harus terdaftar dan tercatat pada registrasi keluarga. Sebelum 

diterapkannya sistem ini, nama keluarga hanya umum dimiliki para 

bangsawan dari golongan samurai dan golongan kuge. Indonesia hampir 

tidak mengenal aturan tentang nama keluarga, kecuali untuk sebagian 

daerah tertentu seperti Menado, Ambon, atau Medan. Pada situasi tertentu 

disaat nama keluarga wajib dicantumkan, umumnya digunakan kata “Binti” 

atau “Bin”. Untuk kondisi di Indonesia, sepertinya dengan ataupun tanpa 

nama keluarga, nyaris bukanlah menjadi masalah apapun, namun saat 

dihadapkan pada aturan negara lain seperti Jepang misalnya, kadang 

menimbulkan sedikit masalah4. 

 Selain itu ada juga Hukum Perdata Internasional Jepang yang harus 

diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan ini. Aspek ini menarik 

untuk dibahas karena apakah dengan adanya kekuasaan dari kepala 

keluarga ini akan mempengaruhi status personal dari seorang Warga 

Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Jepang, dalam kasus ini 

Warga Negara Asing tersebut adalah Warga Negara Indonesia. Karena 

dengan adanya masalah mengenai status personal yang akan terkena 

dampak dari perkawinan tersebut, maka penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: 

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA 

NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP 

STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI PERKAWINAN 

TERSEBUT. 

 

 

 
4 Nyoman Ardika, Sekilas Tentang Nama,  

http://www.eonet.ne.jp/~limadaki/budaya/jepang/artikel/tambahan/nama.html pukul 21:00  
diakses tanggal 13-02-2019 

http://www.eonet.ne.jp/~limadaki/budaya/jepang/artikel/tambahan/nama.html


16 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan adanya kebebasan negara dalam membuat suatu peraturan, 

maka akibatnya sistem hukum dari masing-masing negara juga akan 

berbeda, sehingga pengaturan yang mengatur perkawinan, dalam hal ini 

perkawinan campuran, akan berbeda dan dapat menimbulkan perbenturan. 

Akibatnya, para pihak yang akan melakukan perkawinan campuran akan 

dihadapkan kepada beberapa masalah, antara lain: 

1. Hukum mana yang berlaku terhadap status personal dan status 

kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia dan Warga 

Negara Jepang yang melakukan perkawinan dan apa akibat-akibat 

hukum yang timbul dari perkawinan tersebut? 

2. Apa akibat hukum dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia 

dan Warga Negara Jepang terhadap status kewarganegaraan dan 

status personal anak yang lahir dari perkawinan tersebut? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah terhadap 

topik yang dibahas penulis. Penulis tidak akan mengkaji mengenai 

bagaimana suatu perkawinan akan dianggap sah berdasarkan Hukum 

Indonesia dan Hukum Jepang, tetapi penulis hanya akan membahas 

mengenai akibat hukum dari perkawinan yang sudah dilakukan secara 

sah, baik itu berdasarkan Hukum Indonesia, dan Hukum Jepang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok 

yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan status 

personal dan kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia yang 

menikahi Warga Negara Jepang. 
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2. Membantu pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran 

dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kewarganegaraan 

dan status personal dari para pihak yang bersangkutan, serta 

membantu menyelesaikan dan menentukan status kewarganegaraan 

dari anak yang lahir dari perkawinan campuran. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan ini, penulis berharap ada manfaat yang dapat 

dihasilkan dari dilakukannya penulisan ini yaitu: 

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu baik pihak 

pemerintah atau mereka yang ingin menikah dengan warga negara 

asing, terkhususnya warga negara Jepang, dan menyelesaikan 

kebingungan tentang akibat perkawinan tersebut pada status 

kewarganegaraan dan status personal. 

2. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menyumbang 

pemikiran baru dalam dunia ilmu keperdataan dan membantu 

menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai status 

kewarganegaraan dan status personal. 

1.6. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode 

penelitian yang didasarkan pada teori hukum murni dari Hans Kelsen. 

Teori hukum murni menolak dari keberadaan fakta empirik Sehingga 

hukum adalah apa yang seharusnya das sollen dan bukan fakta yang 

tengah terjadi das sein. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak 

memerlukan adanya studi lapangan secara sosiologis namun cukup 

dengan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku. 

Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian khas dari 

ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif 

dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola 
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berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan 

yang bersifat khusus5. Kriterium kebenaran koheren adalah kriterium 

kebenaran dimana sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa 

yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Dalam metode penelitian 

yuridis normatif diperlukan adanya studi pustaka sebagai dasar bahan 

penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier6. 

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan 

hukum sebagai referensi, antara lain: 

1.6.1 BAHAN HUKUM PRIMER 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan yang 

bersumber dari Kitab Undang-Undang yang bersifat mengikat baik dari 

negara Indonesia dan Jepang. Undang-Undang yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan. 

4. Undang-Undang No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian. 

7. Pasal 16, 18 AB (Kaidah HPI Indonesia). 

8. Civil Code Jepang. Act No. 89 of 1896 Pasal 731-771  

9. Nationality Act, Act No. 147 of May 4, 1950 Jepang. 

10. Hoo no Tekiyoo ni Kansuru Tsuusokuhoo, Act No. 78 of June 21, 2006 

(amandemen dari Horei Law, Law No. 10 of 1898) Jepang. 

 
5 B. Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalaan Medan Telaah 2012, hlm 

9 
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 2015, hlm 

38 
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11. Family Register Act   Act No. 224 of December 22, 1947 Jepang. 

Immigration Control and Refugee Recognition Act Cabinet Order No. 

319 of October 4, 1951 Jepang. 

1.6.2. BAHAN HUKUM SEKUNDER 

Bahan hukum sekunder adalah tempat dimana dapat ditemukannya 

pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat berupa 

pendapat dan tulisan para ahli. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan 

beberapa tulisan para ahli yang digunakan sebagai dasar penulisan, antara 

lain: 

1. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut 

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet.3, (Jakarta: Mandar 

Maju, Desember 2007). 

2. Dasman Maningkam, “Studi Implementasi Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan: Studi Kasus Pelaksanaan 

Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama DiKantor Catatan 

Sipil, Propinsi DKI Jakarta”. 

3. Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M. Dasar-Dasar Hukum 

Perdata Internasional buku 1 edisi kelima. 

4. Abdul Kadir Muhamad, S.H, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1990. 

5. Ruth Benedict. Pedang Samurai dan Bunga Seruni: Pola-pola 

Kebudayaan Jepang. Jakarta: Yayasan Sinar Harapan (terj), 1982. 

1.6.3. BAHAN HUKUM TERSIER 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat tidak 

mengikat yang bersumber dari artikel-artikel yang memiliki hubungan 

dan keterkaitan dengan tema penulisan yang di ambil dari internet, jurnal 

ilmiah dari Universitas, dan dari hasil penelitian serupa yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa lain. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I-Pendahuluan.  

Pada bagian ini penulis akan menguraikan akar masalah yang akan 

penulis bahas dalam tulisan hukum ini dalam bentuk latar belakang, 

rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Juga akan dibahas mengenai 

metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga bagian ini 

akan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, studi pustaka, pembatasan penelitian, 

sumber hukum, dan metode penelitian yang penulis gunakan. 

1.1 Latar Belakang. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan masalah dari fenomena-

fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang 

menjadi dasar dari penulisan penelitian ini. 

1.3 Pembatasan Masalah. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai batas dari 

masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis, yaitu mengenai 

perkawinan yang sudah sah menurut hukum dari Indonesia dan Jepang. 

1.4 Tujuan Penelitian. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tujuan dari dibuatnya dan 

dilakukannya penelitian yang berjudul:  

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA 

NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP 

STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI 

PERKAWINAN TERSEBUT. 
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1.8. Manfaat penelitian. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan manfaat dari hasil 

penelitian ini yang diharapkan oleh penulis dapat memberikan 

masukan serta pemikiran terhadap dunia ilmu keperdataan, dan 

kepada para pihak yang berniat untuk menikah dengan Warga Negara 

Asing, khususnya kepada mereka yang ingin menikah dengan Warga 

Negara Jepang.  

1.9. Metode penelitian. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan metode yang akan 

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. 

1.10. Sistematika Penulisan. 

Pada bagian ini, penulis akan menuliskan susunan penulisan dari 

penelitian ini yang dimulai dari BAB I sampai dengan BAB V. 

BAB II- Hukum Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Dan Berbeda 

Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia. 

Pada bab ini, penulis akan mengkaji Undang-Undang Perkawinan, 

Kependudukan, dan Kewarganegaraan di Indonesia, dan membahas 

tentang dampak hukum yang akan ditimbulkan dari perbedaan 

kewarganegaraan, sistem hukum, serta perbedan sistem keluarga 

dalam perkawinan di Indonesia. 

2.1 Pengaturan Perkawinan di Indonesia. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pengaturan perkawinan 

termasuk perkawinan campuran, serta penerapannya, menurut hukum 

Indonesia, serta penulis juga akan menambahkan pendapat-pendapat 

dari ahli dalam hukum perdata dan hukum perdata internasional. 
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2.2 Sistem Kekerabatan di Dalam Hukum Adat di Indonesia 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan sistem kekerabatan didalam 

hukum adat Indonesia, serta peranannya dalam perkawinan campuran 

berbeda kewarganegaraan. 

2.3 Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di dalam Hukum 

Perkawinan Indonesia. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan serta mengkaji ruang lingkup 

perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia, berdasarkan 

Undang-Undang Perkawinan dan juga dari pendapat para ahli. 

2.4 Akibat Perkawinan terhadap Kewarganegaraan Pasangan dan 

Anak dari Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Orang 

Asing 

Pada bagian ini penulis akan mengkaji akibat perkawinan Warga Negara 

Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing terhadap 

kewarganegaraan pasangan dan anak dari dari Warga Negara Indonesia 

tersebut. 

BAB III Hukum Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Dan Berbeda 

Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Perkawinan Jepang. 

Pada bab ini, penulis akan mengkaji Undang-Undang Perkawinan, 

Kependudukan, dan Kewarganegaraan di Jepang, dan membahas 

tentang dampak hukum yang akan ditimbulkan dari perbedaan 

kewarganegaraan, sistem hukum, serta perbedan sistem keluarga 

dalam perkawinan di Jepang. 

3.1 Pengaturan Perkawinan di Jepang. 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pengaturan perkawinan 

termasuk perkawinan campuran, serta penerapannya, menurut hukum 
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Jepang, serta penulis juga akan menambahkan pendapat-pendapat dari 

ahli dalam hukum perdata dan hukum perdata internasional. 

3.2 Sistem Kekerabatan di Dalam Hukum Adat di Jepang. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan sistem kekerabatan didalam 

hukum adat Jepang, serta peranannya dalam perkawinan campuran 

berbeda kewarganegaraan. 

3.3 Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di dalam Hukum 

Perkawinan Jepang. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan serta mengkaji ruang 

lingkup perkawinan campuran dalam sistem hukum Jepang. 

Berdasarkan Civil Code dan Horei Law Jepang dan juga dari pendapat 

para ahli. 

3.4 Akibat Perkawinan terhadap Kewarganegaraan Pasangan dan 

Anak dari Warga Negara Jepang yang Menikah dengan Orang Asing 

Pada bagian ini penulis akan mengkaji akibat perkawinan Warga 

Negara Jepang yang menikah dengan Warga Negara Asing terhadap 

kewarganegaraan pasangan dan anak dari dari Warga Negara Jepang 

tersebut. 

BAB IV- Analisa Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Warga Negara 

Indonesia Dengan Warga Negara Jepang Terhadap Status Personal Dari 

Pasangan dan Anak Dari Perkawinan Tersebut. 

Pada bagian ini penulis akan mengkaji akibat hukum yang timbul dan 

hukum yang akan diterapkan dan berlaku terhadap status personal dan 

status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia dan 

Warga Negara Jepang yang melakukan perkawinan campuran. 

4.1 Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran antara Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Jepang. 
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Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai akibat yang timbul 

dari perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan terhadap status 

personal dan kewarganegaraan dari pasangan. 

4.2 Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran Terhadap Status 

Kewarganegaraan dan Status Personal dari Anak hasil Perkawinan 

Campuran. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai akibat 

perkawinan campuran terhadap status personal dan status 

kewarganegaraan dari anak hasil perkawinan tersebut. 

BAB V- Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini akan penulis gunakan untuk menyimpulkan hasil dari 

penelitian yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga akan 

memberikan saran-saran yang penulis harap dapat membantu 

menyelesaikan kebingungan tentang apa saja yang harus dilakukan 

untuk menikah dengan WNA khususnya warga Jepang, dan akibat-

akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan. 

5.1 Kesimpulan. 

5.2 Saran. 

  


